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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Bismillahirohmanirohim 

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “Allah 

SWT” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan 

sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Tanah Nganggur 

Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan dengan Konstitusi vs 

Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar” 

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 

kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku 

terkait “Tanah Nganggur Dua Tahun Diambil Negara Bertentangan 

dengan Konstitusi vs Konglomerat Pemilik Lahan Terbesar”. 

 Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan 

buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutip, lansir 

dari berbagai sumber baik dari buku, artikel, jurnal, desertasi, tesis, 

skripsi, online, google website, media khususnya kompasiana.com; 

kompaspedia.kompas.id; nasional.kompas.com; kolom. 

kompas.com; tempo.co; antaranews.com; news.detik.com; 

cnnindonesia.com; hukumonline.com; mkri.id; perludem.org; 

tirto.id; pshk.or.id; goodstats.id; Ums.Ac.Id; Rumaysho.Com; 

Muslim.Or.Id; Sebagian juga diambil dari buku, Presidential 

Threshold di Indonesia Antara Positif, Negatif & Solutif, Penerbit CV. 

Eureka Media Aksara, 2024, yang ditulis oleh A.junaedi Karso, Serta 

Sumber Lainnya.  

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang 

sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku 

ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. 

Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan 

bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku 

panduan ini. 
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Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang 

tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani 

kelahiran buku ini. Semoga “Allah SWT” membalas kebaikan 

Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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BAB 

1 TANAH MENGANGGUR DISITA NEGARA 

 

 

A. Ramai Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara  

1. Hebohnya Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara  

“Rekening nganggur 3 (tiga) bulan diblokir negara, 

tanah nganggur 2 (dua) tahun disita negara, kami nganggur 

bertahun-tahun negara tidak peduli,” bunyi unggahan 

warganet yang viral di berbagai platform media sosial. 

Istilah tanah nganggur dua tahun disita negara 

kembali ramai di berbagai platform media sosial dalam 

beberapa hari terakhir1. Istilah itu muncul bersandingan 

dengan rencana pemerintah melalui Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan membekukan 

rekening bank  milik masyarakat yang menganggur. 

Pengertian Tanah Terlantar 

Kondisi tanah yang dapat dikategorikan sebagai 

kawasan telantar dan tanah telantar yang diatur di dalam PP 

20/20212. 

 
1https://www.kompas.com/properti/read/2025/07/31/17300032

1/ Muhdany Yusuf Laksono, ramai-lagi-tanah-nganggur-2-tahun-disita-

negara-begini-faktanya, diakses pada tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.05 

WIB 
2 https://www.hukumonline.com/ Nafiatul Munawaroh, S.H., 

M.H, Apakah Tanah Terlantar Menjadi Milik Negara, diakses pada tanggal 

3 Agustus 2025, pukul 09.58 WIB 

TANAH 

MENGANGGUR 

DISITA NEGARA 

https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/
https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/
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BAB 

2 TANAH DI INDONESIA 

 

 

A. Kepemilikan Tanah di Indonesia 

Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat 

di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di 

dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia memiliki luas 

daratannya mencapai 1.919.443 km², luas laut 3.257.357 km². 

Jumlah wilayah lautan dan daratan adalah 5.176.800 km².34  

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang 

telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut 

berarti segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

subjek hukum akan berakibat pada akibat hukum baik itu 

hukum tertulis baik itu hukum tidak tertulis. 

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan 

agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi 

kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan 

tujuan nasional35. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

 
34http://www.donisetyawan.com/luas-wilayah-indonesia/. 

Diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 
35 Karso A. Junaedi (2023), Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan 

Hukum Adat Dalam Undang-Undangan Dasar 1945, Penerbit CV. Eureka 

Media Aksara, Desember 2023 Anggota Ikapi Jawa Tengah, h.1 

TANAH  

DI INDONESIA 
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BAB 

3 PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH NEGARA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI RI 

 

 

A. Kedudukan Agraria Indonesia 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Dasar Agraria, Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Menteri yang berhubungan langsung dengan pertanahan. Dan 

dalam hal mengenai syarat pengukuran/pemetaan yang 

diberikan oleh pamong desa dan petugas 

pengukuran/pemetaan hanyalah syarat yang berupa identitas 

saja dari pemilik tanah atau dengan kata lain dokumen 

kepemilikan tanah baik itu berupa Akta Jual Beli (AJB) atau 

Kikitir maupun Letter C, tidak menjadi syarat utama. 

1. Hukum Agraria 

Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 

Agustus 1945 Pemerintahan Republik Indonesia mengambil 

langkah-langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria Kolonial 

dan segera membentuk Hukum Agraria Nasional47. Dalam 

hukum tanah nasional tersebut memuat asas-asas dan 

ketentuan-ketentuan pokok yang disusun dalam bentuk 

undang-undang, dan merupakan dasar bagi penyusun 

peraturan-peraturan lainnya. Oleh karena Undang-Undang 

Pokok Agraria memiliki tujuan pokok yaitu: 

 
47 Karso A. Junaedi, (2022), Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul 

Di Patimban Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Penerbit CV. Eureka Media 

Aksara, Jawa Tengah, h.1-4 

PENGUASAAN TANAH 

TERLANTAR OLEH NEGARA 

BERTENTANGAN  

DENGAN KONSTITUSI RI 
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BAB 

4 KONGLOMERAT PEMILIK TANAH TERLUAS DI DUNIA VERSUS PENGAMBILALIHAN LAHAN KOSONG OLEH NEGARA 

 

 

A. Sorotan Tanah Kosong Diambil Negara  

1. Tanggapan Kementerian ATR/BPN 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian 

ATR/BPN) Asnaedi membantah kabar mengenai tanah 

kosong yang belum bersertifikat akan diambil alih oleh 

negara usai pemerintah berencana tidak memberlakukan 

girik, verponding, dan letter c mulai 2026102. 

Menurut Asnaedi dalam keterangannya di Kantor 

Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin, 30 Juni 2025. 

“Jadi terkait dengan informasi terkait dengan tanah girik 

yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan 

diambil negara, itu tidak benar,”. (Databoks.co.id,19 Juli 

2025). 

Ketentuan Perampasan Tanah Kosong 

Asnaedi mengungkapkan negara tidak melakukan 

perampasan kepada tanah yang masih menggunakan girik 

dan bekas hak lama lainnya.  

 
102 https://www.tempo.co/ Soal Sorotan 'Tanah Kosong' Diambil 

Negara. Bagaimana Tanggapan Kementerian ATR/BPN,diakses pada 

tanggal 3 Agustus 2025, pukul 10.35 WIB 

KONGLOMERAT PEMILIK 

TANAH TERLUAS DI DUNIA 

VERSUS PENGAMBILALIHAN 

LAHAN KOSONG OLEH NEGARA 
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